
BUPATI KUNINGAN 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 
NOMOR 47 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNINGAN, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 
2014  tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 1 1  
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor...Tahun 
2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 .  

1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Berita Negara Tahun 
1950 ) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
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Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

4. Undang Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;  

6.  Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1 ) ;  

8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10 .  Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15  Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

1 1 .  Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
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12 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang 3 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679); 

13 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;  

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun2000 Nomor 2 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012  tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 ) ;  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614 ) ;  
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19.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177) ;  

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  ten tang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 1 1 9 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010  tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 123,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012  Nomor 5 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272 ) ;  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14  
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523);  

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014  tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 14  Nomor 123 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesai Nomor 6321 ) ;  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 168,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  Ten tang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016  Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017  Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;  

3 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018  Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206 ) ;  

32.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubemur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224 ) ;  

33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
6322); 
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35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323);  

36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 33);  

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 310 ) ;  6  

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya ; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 1560) ;  

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Pedoman Pengelolaan 
Daerah (Berita Negara Republik 
Nomor 754); 

4 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013  
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013  Nomor 1425) ;  

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 2017  
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran 
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Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017  Nomor 450); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017  Nomor 1067) ;  

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018  
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630); 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 655);  

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 63); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada PT. Bank Jabar - Banten (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 69); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Kuningan dan Perusahan Daerah Perkreditan 
Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan 
Nomor 2 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Kuningan dan Perusahan Daerah Perkreditan 
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2015  Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2015  Nomor 2 ) ;  

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18  Tahun 
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 85 ) ; sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2018  tentang Perubahan Keenam 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 
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Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah 
Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Air 
Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2018  Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018  
Nomor 4) ;  

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 
2010  ten tang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 
Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kerta Raharja 
Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2010  Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010  Nomor 381),  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 
2 0 1 5  ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010  tentang 
Penyertaan 8 Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah 
Aneka Usaha Dharma Putra Kerta Raharja Kabupaten 
Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2015 Nomor 19 ,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2015  Nomor 19 ) ;  

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
2013  Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Nomor 26); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 
2015  tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 
Kuningan pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Kuningan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015  
Nomor 17) ;  

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15  Tahun 
2019  ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2019 Nomor 15) ;  

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 4); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 
2021  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2021 Nomor ) ;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020 .  
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Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas:  

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp298.726.080.629,00 
b. Dana Perimbangan Rpl.650.118.409.167 ,00 
C. Lain - lain Pendapatan yang sah Rp827 .653.535.245,00 

Jumlah Pendapatan Rp2.776.498.025.041,00 

2 .  Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rpl . 144.335.758.637,00 
2) Belanja Bunga Rp. 0,00 
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00 
4) Belanja Hibah Rp50.895.164.000,00 
5) Belan j a Ban tuan Sosial Rp29.990.416. 736,00 
6) Belanja Bagi Hasil Rp14.370.649.039,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp439.998.579.463,00 
8) Belanja Tidak Terduga Rp52.902.857.991,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rpl .  732.493.425.866,00 

b. Belanja Langsung 
1 )  Belanja Pegawai Rp53.805.046.413,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp630.797.764.199,00 
3) Belanja Modal Rp378. 703.766.805,00 

Jumlah Belanja Langsung Rpl .063.306.577.417,00 

Jumlah Belanja Rp2.795.800.003.283,00 

Surplus / (Defisit) Rp( 19 .301 .978.242,00)  

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp54.604. l 99.504,00 
b. Pengeluaran Rp3. 000. 000. 000, 00 

Jumlah Pembiayaan Netto RpSl.604.199.504,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

tahun berkenaan Rp32.302.22 l .262,00 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal 26 usrus 2 t /  

BUPATI KUNINGAQ 

, 

AC 
� 

. 

2. 

Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal G /swsnus o» 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUNINGAN, 

DIAN RACHMATYANUAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021  NOMOR 'liJt 
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